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KATA PENGANTAR 

 

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Madya Tangerang merupakan bentuk pertanggungjawaban 

atas kinerja organisasi selama satu Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN  ini mengacu 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Selama Tahun 2024, KPP Madya Tangerang telah melaksanakan berbagai macam program 

dan kegiatan sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2024 yang terdiri dari 18 Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang disusun di awal Tahun 2024. Selanjutnya, dalam LAKIN ini akan dijabarkan 

terkait realisasi pencapaian IKU KPP Madya Tangerang selama Tahun 2024.  

Dari hasil perhitungan pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 yang telah 

dilakukan, KPP Madya Tangerang dapat mencapai nilai 109,64%. Nilai tersebut berasal dari 

capaian kinerja pada masing-masing perspektif yaitu Stakeholders Perspective (30,09%), 

Customers Perspective (20,95%), Internal Process Perspective (29,24%), dan Learning and 

Growth Perspective (29,351%). Capaian ini merupakan kinerja seluruh pegawai KPP Madya 

Tangerang. 

Selama Tahun 2024, pencapaian salah satu sasaran strategis KPP Madya Tangerang yaitu 

penerimaan pajak mencapai Rp  18.667.234.689.275 atau sebesar 100,08% dari target Rp  

18.652.668.093.000,- 

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media 

evaluasi serta dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja organisasi KPP Madya 

Tangerang agar lebih produktif, professional, efektif, dan efisien dalam rangka memberikan 

pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak. 

 

 Tangerang, 30 Januari 2025  

 Kepala KPP Madya Tangerang, 

 

 

 

 

 

       Ditandatangani secara elektronik 

 Ana Astuti Nugrahaningsih 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Tahun 2024 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang ini merupakan wujud 

pertanggungjawaban atas kinerja organisasi selama Tahun 2024. Selain itu, Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIN) ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan 

fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang menuju terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance), laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud 

transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan 

kinerja setiap satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang. 

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Tahun 2024 ini disusun dengan 

mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan 

Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Tahun 2024. 

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang 

1. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tahun 2009 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan PMK-206.2/PMK.01/2014 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak 

yang selanjutnya disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Jenis KPP terdiri 

atas: KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. 

2. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang 

KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan dan 

penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah 

wewenangnya, sesuai ketentuan Pasal 57A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A PMK nomor 

184/PMK.01/2020, Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang menyelenggarakan fungsi : 
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a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; 

b. Edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak; 

c. Pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 

d. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

e. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan pemohonan Wajib 

Pajak maupun masyarakat; 

f. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak; 

g. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan 

produk layanan perpajakan; 

h. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; 

i. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data 

internal dan eksternal; 

j. Pemutakhiran basis data perpajakan; 

k. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; 

l. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; 

m. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak; 

n. Pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan; 

o. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan 

p. Pelaksanaan administrasi kantor.  

C. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang 

Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang dilakukan 

melalui satuan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya yang terdiri dari: 

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; 

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan 

kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja, 

melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen 

risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen 

nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor. 

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data; 

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, 

dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, 

pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, pengelolaan dan 

tindak lanjut kerjasama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan 

kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, 

tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan 

pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta 

melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi 

produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.  

3. Seksi Pelayanan; 

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan 

dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas, dan memastikan Wajib 

Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan 

konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan 
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pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut dan proses penyelesaian 

permohonan, saran dan/atau pengaduan dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau 

masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan 

penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi 

penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan. 

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, 

penjabaran dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak 

melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset 

tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan 

pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan 

administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, 

penilaian, dan penagihan. 

5. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI; 

Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan 

analisis, penjabaran dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak 

mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, 

pelaksanaan,dan tindak lanjut intensifikasi (mapping) subjek dan objek pajak, 

pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, 

pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, 

pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 

imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak 

lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan 

penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.  

 

D. Sumber Daya Manusia (UMUM) 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 

119 orang per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 1 

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin 

Nomor Jenis Kelamin Jumlah 

1. 76 76 

2. 43 43 

Total 119 
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2. Berdasarkan Jenis Pendidikan 

Tabel 2 

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Pendidikan 

Nomor Jenis Pendidikan Jumlah 

1. S3 - 

2. S2 28 

3. S1 / D4 48 

4. D3 22 

5. D1 20 

6. Setingkat SMU 1 

Total 119 

 

3. Berdasarkan Golongan 

Tabel 3 

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan 

Nomor Golongan Jumlah 

1. Golongan IV 18 

2. Golongan III 69 

3. Golongan II 32 

4. Golongan I - 

Total 119 

 

4. Berdasarkan Jabatan 

Tabel 4 

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan 

Nomor Jabatan Jumlah 

1. Eselon III 1 

2. Eselon IV 10 

3. Fungsional  36 

4. Account Representative 39 

5. Pelaksana 33 

Total 119 

 

E. Sistematika Penyajian Laporan 

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang 

menjelaskan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang selama Tahun 

2024. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur 

keberhasilan tahunan organisasi. 

Analisis atas capaian kinerja terhadap Penetapan Kinerja memungkinkan 

diidentifikasinya sejumlah celah kinerja yang selanjutnya dianalisa untuk mengetahui 
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penyebab ketidakberhasilan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika 

penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Tahun 2024 adalah sebagai 

berikut: 

1. Bab I Pendahuluan, menjelaskan hal umum tentang organisasi, tugas dan fungsi 

organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sistematika penyajian, aspek 

strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi; 

2. Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana 

Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 ï 2024 dan Ikhtisar 

Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Tahun 2024; 

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menginformasikan pengukuran capaian kinerja, 

analisis capaian kinerja sasaran, IKU, Pembandingan Kinerja dan anggaran sesuai 

Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang yang mengacu pada 

Renstra Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 ï 2024; 

4. Bab IV Penutup, menginformasikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

5. Lampiran, bagian ini menyajikan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang mengacu pada 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Keputusan 

Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Renstra ini memuat gambaran umum, visi, misi dan nilai-

nilai, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan target tahunan. 

Peta Strategis 

Dalam rangka menerjemahkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, maka 

disusunlah Peta Strategis sebagai berikut: 

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak 

Dalam rangka pencapaian target strategis dalam penerimaan APBN, Direktorat Jenderal 

Pajak menetapkan Visi yaitu: 

Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang 

Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan. 

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak 

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan misi Direktorat Jenderal 

Pajak yaitu: 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu 

dengan: 

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;  

2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta 

pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;  

3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif; 

4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; dan 

5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya 

Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.  

3. Nilai ï Nilai Direktorat Jenderal Pajak 

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai-nilai dalam 

kehidupan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang harus dianut dan dikembangkan sesuai 

dengan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 

2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi: 
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1. Integritas  

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, 

berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian 

Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode 

etik dan prinsip-prinsip moral.  

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah 

perilaku utama integritas sebagai berikut:  

a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;  

b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. 

 

2. Profesionalisme  

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan 

dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas 

dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen 

yang tinggi.  

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah 

perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:  

a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;  

b. Bekerja dengan hati. 

 

3. Sinergi 

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di 

lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan 

memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang 

harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang 

bermanfaat dan berkualitas.  

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah 

perilaku utama sinergi sebagai berikut:  

a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;  

b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. 

 

4. Pelayanan 

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, 

Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukan untuk 

memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, 

transparan, cepat, akurat, dan aman.  

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah 

perilaku utama pelayanan sebagai berikut:  

a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;  

b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap. 

 

5. Kesempurnaan  

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di 

lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala 

bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.  



LAKIN KPP MADYA TANGERANG TAHUN 2024 11 

 

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah 

perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:  

a. Melakukan perbaikan terus menerus;  

b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas. 

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Tangerang 

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus 

pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, 

relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang 

termuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Pajak adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Direktorat Jenderal Pajak. Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh 

Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait 

pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP 

mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit 

Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Renstra Direktorat Jenderal 

Pajak adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak. Sasaran Strategis dan 

Indikator Kinerja Utama untuk Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang pada awal Tahun 

2024 adalah sebagai berikut:  

No. 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1. Penerimaan negara 
dari sektor pajak yang 
optimal 

1a-
CP 

Persentase realisasi penerimaan 
pajak 

100% 

1b-
CP 

Indeks realisasi pertumbuhan 
penerimaan pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan kas 

100% 

2. Kepatuhan tahun 
berjalan yang tinggi 

2a-
CP 

Persentase realisasi penerimaan 
pajak dari kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM) 

100% 

2b-
CP 

Persentase capaian tingkat 
kepatuhan penyampaian SPT 
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 
dan Orang Pribadi 

100% 

3. Kepatuhan tahun 
sebelumnya yang 
tinggi 

3a-
CP 

Persentase realisasi penerimaan 
pajak dari kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material (PKM) 

100% 

4. Edukasi dan 
pelayanan yang efektif 

4a-
CP 

Persentase perubahan perilaku 
lapor dan bayar atas kegiatan 
edukasi dan penyuluhan 

74% 

4b-N 

Indeks kepuasan pelayanan dan 
efektivitas penyuluhan 

100% 
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No. 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

5. Pengawasan 
pembayaran masa 
yang efektif 

5a-
CP 

Persentase pengawasan 
pembayaran masa WP Strategis 

90% 

6. Pengujian kepatuhan 
material yang efektif 

6a-
CP 

Persentase penyelesaian 
permintaan penjelasan atas data 
dan/atau keterangan WP Strategis 

100% 

6b-N 

Persentase pemanfaatan data 
selain tahun berjalan 

100% 

7. Penegakan hukum 
yang efektif 

7a-
CP 

Tingkat efektivitas pemeriksaan 
dan penilaian 

100% 

7b-
CP 

Tingkat efektivitas penagihan 75% 

7c-N 

Persentase penyampaian usul 
Pemeriksaan Bukti Permulaan 

100% 

8. Data dan informasi 

yang berkualitas 8a-N 

Persentase penyelesaian Laporan 
Pengamatan dan Produksi Alat 
Keterangan 

100% 

9. SDM yang kompeten 

9a-N 
Tingkat kualitas kompetensi dan 
pelaksanaan kegiatan kebintalan 
SDM 

100 

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 
85 (skala 

100) 

9c-N 
Indeks efektivitas implementasi 
manajemen kinerja dan manajemen 
risiko 

90% 

10. Penguatan 

pengelolaan keuangan 

yang optimal 

10a-
CP 

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 
anggaran 

100 

 

 

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 

B. Perjanjian Kinerja 

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan komitmen pimpinan Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Tangerang yang memuat komponen sasaran strategis, IKU, target kinerja, program 

dan anggaran yang biasa disebut dengan dokumen Kontrak Kinerja (KK). Penetapan dan 

Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang mengacu pada Rencana 

Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024 terakhir disempurnakan dengan 

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang dan Direktur Jenderal Pajak adalah sebagai 

berikut:  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

¶ Pengukuran Kinerja 

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Tahun 2024 

dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing 

indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (realisasi), melalui penilaian sendiri (self 

assessment). Pengukuran tersebut dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja sasaran 

strategis organisasi.  

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja organisasi. 

¶ Analisis Capaian Sasaran Strategis 

1. Sasaran Strategis: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal 

Pada Tahun 2024 capaian kinerja sasaran strategis yang pertama terdiri dari dua Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase realisasi penerimaan pajak dan indeks realisasi 

pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. 

a) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (Kode IKU: 1a-CP) 

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 27% 54% 54% 80% 80% 100% 100% 

Realisasi 20.47% 43.5% 43.5% 66.83% 66.83% 100.08% 100.08% 

Capaian 20.47% 43.5% 43.5% 66.83% 66.83% 100.08% 100.08% 

Sumber : Aplikasi Mandor 

¶ Deskripsi Sasaran Strategis 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P 

melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan 

Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan 

penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan. 

¶ Definisi IKU 

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak 

bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran 

Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat 

Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). 
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Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan 

pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun 

mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah 

Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. 

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan 

target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan 

perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak 

DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan 

melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi 

Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak 

Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan 

melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi 

Rencana Penerimaan Per KPP. 

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan 

di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun 

diadministrasikan di KPP baru. 

¶ Formula IKU 

Realisasi Penerimaan Pajak x 100 % 
Target Penerimaan Pajak 

¶ Realisasi IKU 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang memperoleh target untuk 

mengumpulkan penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp. 

18.652.668.093.000. Atas target tersebut realisasi yang dicapai pada IKU 

realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 100,08% atau sebesar Rp. 

18.667.234.689.275,-Pada tahun 2024, telah dilaksanakan tindakan sebagai 

upaya untuk mengamankan capaian IKU persentase realisasi penerimaan 

pajak melalui kegiatan pengawasan administratif, pengawasan formal, 

pengawasan material dan pengawasan lapangan. 

 

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima 

tahun sebelumnya. 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Presentase 

realisasi 

penerimaan 

pajak 

85.94% 104.9% 107.27% 100.78% 100.08% 

Di tengah kenaikan target yang terjadi disetiap tahunnya, KPP Madya 

Tangerang dapat menuntaskan tugasnya dan tetap mendapatkan realisasi 

penerimaan 100% selama 4 Tahun berturut-turut. 
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III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana 

Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika 

ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target 

Tahun 

2020 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2021 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2022 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2023 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2024 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2024 

pada 

PK 

Realisasi 

Presentase 

realisasi 

penerimaan 

pajak 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.41% 

Berdasarkan rencana strategis DJP, presentase realisasi penerimaan 

pajak ditargetkan dapat mencapai 100%. KPP Madya Tangerang dapat 

memenuhi target tersebut dengan capaian 100.08% di Tahun 2024.  

 

IV. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar 

nasional 

Nama IKU Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Presentase 

realisasi 

penerimaan 

pajak 

100% 100% 100.08% 

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu 

melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kerja keras para 

pegawai KPP Madya Tangerang. 

 

V. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

¶ Analisis Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja  

Dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan pajak, KPP Madya 

Tangerang telah melaksanakan berbagai strategi, diantaranya adalah 

berikut: 

1 Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi 

terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak untuk 

memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. 

2 Manajemen Restitusi: Mengelola proses restitusi pajak secara efektif 

untuk meminimalkan keterlambatan dan kesalahan. 

3 Analisis Perilaku Wajib Pajak: Menganalisis pola perilaku Wajib Pajak 

untuk mengidentifikasi potensi peningkatan penerimaan pajak. 

4 Peningkatan Produktivitas: Meningkatkan efisiensi dan produktivitas 

dalam penerbitan Surat Pemberitahuan (SP) untuk mempercepat 

proses pengolahan data. 
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¶ Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah 

dilakukan 

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan realisasi melebihi target pada 

tahun kinerja 2024: 

1. Pemulihan ekonomi 

2. Pengawasan efektif oleh petugas dan insan DJP 

3. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan 

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif. 

 

VI. Rencana aksi tahun selanjutnya 

¶ Melaksanakan perencanaan dan penetapan target penerimaan pajak 

dengan lebih akurat 

¶ Merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan 

kepatuhan Wajib Pajak 

¶ Melakukan pengawasan ekstra dan memberikan perhatian lebih pada 

sektor usaha yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan KPP 

Madya Tangerang.  

 

b) Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi 

Perencanaan Kas (Kode IKU: 1b-CP) 

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi 101.7% 96.05% 96.05% 96.6% 96.6% 100.6% 100.6% 

Capaian 101.7% 96.05% 96.05% 96.6% 96.6% 100.6% 100.6% 

Sumber : Aplikasi Mandor 

 

¶ Deskripsi Sasaran Strategis 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P 

melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan 

Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan 

penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan. 

¶ Definisi IKU 

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan 

kas terdiri dari 2 komponen, yaitu: 

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan 

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. 

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur 

melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot 

komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot 
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komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang 

dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%. 

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara 

satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun 

berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto 

nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen . 

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara 

satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun 

berjalan dikalikan 100 persen. 

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan 

(t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi 

dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 

100 persen. 

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan 

(t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi 

dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 

persen. 

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan 

pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun 

mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah 

Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP 

baru. 

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja 

Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi 

pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian 

dalam hal:  

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan 
terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit 
kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan 

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal 

ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa 

Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak). 

 

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan 

Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran 

suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan 

terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit 

kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut: 

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan 

perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu 

periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun 

sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib 

Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan 

tanggal Saat Mulai Operasi (SMO); 

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan 

perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru 

pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di 
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tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru 

terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode. 

 

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas 

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas 

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara 

proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan 

perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan 

PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. 

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 

(satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam 

pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, 

tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi 

penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.  

Penerimaan Kas 

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) 

yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan 

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) 

yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.  

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard 

deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam 

suatu waktu tertentu Ò 8%.  

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi 

penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-

masing. 

 

¶ Formula IKU 

 

¶ Realisasi IKU 

Pada tahun 2024, realisasi IKU indeks realisasi pertumbuhan 

penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yang dicapai 

oleh KPP Madya Tangerang sebesar 100,60% dari target yang ditetapkan 

sebesar 100%. Realisasi tersebut berasal dari komponen indeks capaian 

persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 101,2% 

dengan komponen realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto yang 

diperoleh KPP Madya Tangerang tahun 2024 sebesar 4,19% dan realisasi 

pertumbuhan penerimaan pajak bruto nasional tahun 2024 sebesar 1,98%. 

Sedangkan, realisasi komponen indeks capaian persentase deviasi akurasi 

perencanaan kas yang dicapai oleh KPP Madya Tangerang pada tahun 2024 

sebesar 100% dengan komponen prognosa sebesar Rp18.132.511.831.917 

dan realisasi sebesar Rp18.667.234.689.275,-. 
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II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima 

tahun sebelumnya. 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Realisasi 

Pertumbuhan 

Penerimaan 

Pajak Bruto 

dan Deviasi 

Proyeksi 

Perencanaan 

Kas 

- - - 100.06% 100.6% 

KPP Madya Tangerang mengalami kenaikan capaian realisasi IKU dari 

tahun sebelumnya. 

 

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana 

Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika 

ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target 

Tahun 

2020 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2021 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2022 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2023 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2024 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2024 

pada 

PK 

Realisasi 

Realisasi 

Pertumbuhan 

Penerimaan 

Pajak Bruto 

dan Deviasi 

Proyeksi 

Perencanaan 

Kas 

     100% 100.41% 

Berdasarkan rencana strategis DJP, Indeks Realisasi Pertumbuhan 

Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas yang 

ditargetkan dapat mencapai 100%. KPP Madya Tangerang dapat memenuhi 

target tersebut dengan capaian 100.41% di Tahun 2024.  

 

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya 

¶ Melaksanakan pengawasan pembayaran pajak rutin (STP dan Surat 

Teguran) 

¶ Membuat prognosa penerimaan yang akurat untuk mencapai nilai deviasi 

penerimaan yang minimal  

¶ Melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (SP2DK dan LHPt).  
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2. Sasaran Strategis: Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi 

Sasaran strategis kedua KPP Madya Tangerang pada Tahun 2024 adalah kepatuhan 

tahun berjalan yang tinggi. Sasaran strategis ini terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama 

yaitu Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 

Badan dan Orang Pribadi Strategis dan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).  

 

a) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 

Masa (PPM) (Kode IKU: 2a-CP) 

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 

2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 27% 54% 54% 80% 80% 100% 100% 

Realisasi 21.22% 45.68% 45.68% 70.74% 70.74% 100.03% 100.03% 

Capaian 21.22% 45.68% 45.68% 70.74% 70.74% 100.03% 100.03% 

Sumber : Aplikasi Mandor 

 

¶ Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada 

tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung 

pencapaian penerimaan pajak yang optimal. 

 

¶ Definisi IKU 

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 

Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat 

DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang 

Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target 

penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor 

Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang 

ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka 

Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan 

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan 

Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target 

penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor 

Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan 

ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. 

 

¶ Formula IKU 

Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM x 100 % 
Target Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM 
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¶ Realisasi IKU 

Pada Tahun 2024 realisasi IKU ini sebesar 100,03% dari target 100%. 

Realisasi tercapai dikarenakan adanya penyeragaman kegiatan pengawasan 

dan penggalian potensi (galpot) oleh Account Representative, sehingga 

Account Representative mempunyai waktu untuk melakukan pengawasan 

pembayaran masa yang lebih intensif dan menyeluruh. KPP Madya Tangerang 

juga telah menetapkan hari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), yaitu di 

hari Senin setiap pekannya. Hal ini bertujuan agar Account Representative 

memiliki Langkah dan gerak yang sama 

 

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima 

tahun sebelumnya. 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

realisasi 

penerimaan 

pajak dari 

kegiatan 

Pengawasan 

Pembayaran 

Masa 

(PPM)Pribadi 

Strategis 

- 102.11% 108.15% 102.07% 100.03% 

Di tengah kenaikan target yang terjadi disetiap tahunnya, KPP Madya 

Tangerang dapat menuntaskan tugasnya dan tetap mendapatkan realisasi 

penerimaan pajak dari kegiatan PPM 100% selama 4 Tahun berturut-turut. 

 

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana 

Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika 

ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target 

Tahun 

2020 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2021 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2022 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2023 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2024 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2024 

pada 

PK 

Realisasi 

Persentase 

Capaian 

Tingkat 

Kepatuhan 

Penyampaian 

SPT Tahunan 

     100% 100.03% 
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PPh Wajib 

Pajak Badan 

dan Orang 

Pribadi 

Strategis 

Berdasarkan rencana strategis DJP, KPP Madya Tangerang dapat 

memenuhi target tersebut dengan capaian 100.03% di Tahun 2024.  

 

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya 

Menetapkan hari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), yaitu di hari 

Senin setiap pekannya. Hal ini bertujuan agar Account Representative memiliki 

Langkah dan gerak yang sama. 

 

b) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan dan Orang Pribadi (Kode IKU: 2b-CP) 

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 

2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 60% 80% 80% 90% 90% 100% 100% 

Realisasi 86.39% 121.06% 121.06% 120% 120% 123.94% 123.94% 

Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 

Sumber : Aplikasi Mandor 

 

¶ Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada 

tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung 

pencapaian penerimaan pajak yang optimal. 

 

¶ Definisi IKU 

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 

PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah 

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi 

dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT 

Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu; 

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun 

pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi: 

   a. SPT 1771 dan SPT 1771$  yang dilaporkan oleh Badan; 

   b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi; 

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang 

Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang 

disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama 

tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang 

batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk 

pembetulan SPT Tahunan PPh). 
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4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang 

pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang 

mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak 

termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus 

Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 

yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis 

lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban 

menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana 

dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. 

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur 

dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang 

memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur 

dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. 

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 

2024 adalah sebagai berikut: 

    a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 

2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk        

dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang  menyampaikan SPT 

Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2; 

    b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu 

dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang 

termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan 

pembobotan 1. 

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan 

Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan 

Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut; 

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang 

menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik 

Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi 

dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. 

 

¶ Formula IKU 

Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dari WP Badan 

dan Orang Pribadi x 100 % 
Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT 

Tahunan PPh 

 

¶ Realisasi IKU 

Pada Tahun 2024, realisasi IKU ini sebesar 120% dari target 100% sehingga 

capaian IKU persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak KPP Madya 

Tangerang mencapai target. 

 

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima 

tahun sebelumnya. 
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Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

Capaian 

Tingkat 

Kepatuhan 

Penyampaian 

SPT Tahunan 

PPh Wajib 

Pajak Badan 

dan Orang 

Pribadi 

Strategis 

- - - 100.06% 120% 

KPP Madya Tangerang mengalami kenaikan Tingkat kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 

Strategis menjadi 120%. 

 

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana 

Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika 

ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target 

Tahun 

2020 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2021 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2022 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2023 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2024 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2024 

pada 

PK 

Realisasi 

Persentase 

Capaian 

Tingkat 

Kepatuhan 

Penyampaian 

SPT Tahunan 

PPh Wajib 

Pajak Badan 

dan Orang 

Pribadi 

Strategis 

     100% 120% 

Berdasarkan rencana strategis DJP, KPP Madya Tangerang dapat 

memenuhi target tersebut dengan capaian 120% di Tahun 2024.  

 

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya 

Melakukan himbauan pelaporan baik melalui surat resmi, visit, maupun 

melalui media telepon, WhatsApp Messenger kepada Wajib Pajak, serta 
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mengirimkan surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan 

SPT Tahunan melebihi waktu/ jatuh tempo. 

 

3. Sasaran Strategis: Kepatuhan Tahun Sebelumnya Yang Tinggi 

Sasaran strategis ketiga KPP Madya Tangerang pada Tahun 2024 adalah kepatuhan tahun 

sebelumnya yang tinggi. Sasaran strategis ini terdiri atas IKU Persentase realisasi 

penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).  

 

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian  Kepatuhan 

Material (PKM) 

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 

2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 8.42% 24.58% 24.58% 26.36% 26.36% 101.08% 101.08% 

Capaian 33.68% 49.16% 49.16% 35.14% 35.14% 101.08% 101.08% 

Sumber : Aplikasi Mandor 

 

¶ Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak 

sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan 

penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. 

 

¶ Definisi IKU 

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan 

Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor 

Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang 

Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target 

penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor 

Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang 

ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka 

Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan 

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan 

Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target 

penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor 

Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan 

ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. 

 

¶ Formula IKU 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM 
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Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM x 100 % 

 

¶ Realisasi IKU 

Pada Tahun 2024 realisasi IKU ini sebesar 816 Milyar dari target sebesar 807 

Milyar rupiah atau sebesar 101,08% dari target. 

 

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima 

tahun sebelumnya. 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak dari 

Kegiatan 

Pengujian  

Kepatuhan 

Material (PKM) 

- 120% 92% 84.07% 101,08% 

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 101.08% 

pada IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian  

Kepatuhan Material (PKM). 

 

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana 

Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika 

ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target 

Tahun 

2020 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2021 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2022 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2023 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2024 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2024 

pada 

PK 

Realisasi 

Persentase 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak dari 

Kegiatan 

Pengujian  

Kepatuhan 

Material 

(PKM) 

     100% 101,08% 

Berdasarkan rencana strategis DJP, KPP Madya Tangerang dapat 

memenuhi target tersebut dengan capaian 101,08% di Tahun 2024.  
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IV. Rencana aksi tahun selanjutnya 

Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan intensifnya pembahasan 

SP2DK secara masif sehingga diperoleh pencairan yang optimal dari SP2DK 

yang diterbitkan. 

 

4. Sasaran Strategis: Edukasi dan Pelayanan yang Efektif 

Sasaran strategis keempat yaitu edukasi dan pelayanan yang efektif terdiri dari IKU 

persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 

dengan realisasi 88,80% dari target sebesar 74% sehingga capaian IKU maksimal sebesar 

120%. Untuk IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dengan realisasi 

indeks 106,10 dari target indeks sebesar 100 sehingga capaian IKU menjadi sebesar 

106,10%. 

a) Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan 

Penyuluhan  

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 

2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 10% 40% 40% 60% 60% 74% 74% 

Realisasi 79.07% 77.88% 24.58% 88.24% 88.24% 88.8% 88.8% 

Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 

Sumber : Aplikasi Mandor 

 

¶ Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta 

pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat 

menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah 

perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, 

dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. 

 

¶ Definisi IKU 

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian 

informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga 

pemerintah maupun non pemerintah. 

 

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta 

meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan 

intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi 

serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong 

untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu: 

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak 

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak 
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3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan 

Perilaku  

 

Sub IKU Kegiatan 

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah 

kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara 

aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. 

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam 

aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi 

dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak 

diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. 

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah 

realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.  

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi 

adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. 

 

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal 

periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP 

dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan 

Edukasi Perpajakan tahun 2024. 

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan 

persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana 

kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing 

masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. 

 

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT 

Kolaboratif dan DSPT mandiri.  

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan 

edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi 

perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk 

ditetapkan sebagai DSPT tema II. 

 

Sub IKU Perubahan Perilaku 

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III 

adalah sebagai berikut. 

1. Perubahan Perilaku Pelaporan 

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau 

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. 

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan 

materi edukasi yang disampaikan. 

2. Perubahan Perilaku Pembayaran 

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan 

tidak jatuh tempo; 

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo; 

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan; 
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Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur 

Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan 

Edukasi Perpajakan Tahun 2024. 

 

¶ Formula IKU 

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) 

+ (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)} 

 

¶ Realisasi IKU 

dengan Realisasi 88,80% dari target 74% Pada Tahun 2024 kegiatan edukasi 

dan penyuluhan KPP Madya Tangerang diselenggarakan untuk tujuan: 

1. Meningkatkan pengetahuan keterampilan perpajakan (Tema 2); 

2. Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku (Tema 3). 

 

Kegiatan Tema 2 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Penyuluhan langsung dengan target sebanyak 1 kegiatan dan realisasi 19 

kegiatan atau 1900%; 

b. Penyuluhan tidak langsung satu arah Siniar dengan target 1 kegiatan dan 

realisasi 2 kegiatan atau 200%; 

c. Penyuluhan tidak langsung dua arah melalui Media Sosial dengan target 2 

kegiatan dan realisasi 2 kegiatan atau 100%; 

d. Penyuluhan tidak langsung satu arah melalui pembuatan artikel dengan 

target 2 kegiatan dan realisasi 2 kegiatan atau 100%. 

Untuk kegiatan Tema 3 dengan target sebanyak 15 kegiatan dan 

realisasi 15 kegiatan dengan capaian 100%. Sedangkan untuk persentase 

perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 

yang masuk dalam kegiatan Tema 3 selama tahun 2024 dengan realisasi 

100% dari target sebesar 74% dengan capaian IKU maksimal sebesar 120%. 

Hal ini membuktikan bahwa KPP Madya Tangerang berperan aktif dalam 

memberikan edukasi dan penyuluhan perpajakan yang optimal kepada Wajib 

Pajak dan ikut serta dalam menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak akan 

pentingnya peran pajak bagi negara. 

 

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima 

tahun sebelumnya. 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

Perubahan 

Perilaku Lapor 

dan Bayar atas 

Kegiatan 

Edukasi dan 

Penyuluhan 

- - - - 88% 
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KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 120% pada 

IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi 

dan Penyuluhan. 

 

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana 

Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika 

ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target 

Tahun 

2020 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2021 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2022 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2023 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2024 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2024 

pada 

PK 

Realisasi 

Persentase 

Perubahan 

Perilaku 

Lapor dan 

Bayar atas 

Kegiatan 

Edukasi 

dan 

Penyuluhan 

     74% 88% 

Berdasarkan rencana strategis DJP, KPP Madya Tangerang dapat 

memenuhi target tersebut dengan capaian 120% di Tahun 2024.  

 

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya 

Edukasi dan kegiatan penyuluhan yang mampu meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dengan Melakukan sosialisasi dan Tax Gathering 

kepada Wajib Pajak 

 

b) Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan 

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 

2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 5% 5% 5% 5% 5% 85% 85% 

Realisasi 5.94% 12.1% 12.1% 17.95% 17.95% 90.18% 90.18% 

Capaian 118.8% 120% 120% 120% 120% 106.10% 106.10% 

Sumber : Aplikasi Mandor 

 

¶ Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta 

pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat 

menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah 



LAKIN KPP MADYA TANGERANG TAHUN 2024 34 

 

perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, 

dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. 

 

¶ Definisi IKU 

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

dalam  pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan 

yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib 

Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal 

dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil 

Survei. 

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang 

dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut. 

1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders 

atas pelayanan yang diberikan oleh KPP. 

2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau 

edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP. 

3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan 

kehumasan oleh Kanwil DJP. 

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan 

Hubungan Masyarakat. 

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat 

DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat 

bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan 

dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. 

Survei tersebut mengukur: 

1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;  

2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan 

3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan 

sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil 

survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. 

 

¶ Formula IKU 

Indeks Hasil Survei 

 

¶ Realisasi IKU 

IKU ini mengukur sejauh mana tingkat efektivitas pelayanan dan penyuluhan 

yang telah diberikan KPP Madya Tangerang kepada Wajib Pajak. Capaian dari 

IKU ini merupakan hasil dari survei yang dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk 

tahun 2024 survei dilakukan oleh PT Enciety Binakarya Cemerlang kepada 

Wajib Pajak pengguna layanan dari KPP Madya Tangerang dengan perolehan 

nilai indeks survei sebesar 82,79 dari target yang diberikan sebesar 81 

sehingga capaian IKU indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 

2024 tercapai sebesar 106,10%. 

 

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima 

tahun sebelumnya. 
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Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Indeks 

Kepuasan 

Pelayanan dan 

Efektivitas 

Penyuluhan 

- - - - 90.18% 

KPP Madya Tangerang berhasil mencapai capaian sebesar 106.1% 

pada IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan 

Edukasi dan Penyuluhan. 

 

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana 

Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN(Jika 

ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target 

Tahun 

2020 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2021 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2022 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2023 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2024 

Renstra 

DJP 

Target 

Tahun 

2024 

pada 

PK 

Realisasi 

Persentase 

Perubahan 

Perilaku 

Lapor dan 

Bayar atas 

Kegiatan 

Edukasi 

dan 

Penyuluhan 

     85% 90.18% 

Berdasarkan rencana strategis DJP, KPP Madya Tangerang dapat 

memenuhi target tersebut dengan capaian 106.1% di Tahun 2024.  

 

IV. Rencana aksi tahun selanjutnya 

Melakukan evaluasi berulang terhadap pelayanan kepada Wajib Pajak 

sehingga dapat dilakukan perbaikan pada prosedur pelayanan secara terus 

menerus . 

 

5. Sasaran Strategis: Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif 

Sasaran strategis kelima ini terdiri dari IKU yaitu Persentase pengawasan pembayaran masa 

Wajib Pajak Strategis dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 119,51% dari target 90%. 

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis 
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I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 

2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d Q3 Q4 Yearly 

Target 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Realisasi 120% 120% 120% 111.39% 111.39% 119.51% 119.51% 

Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 

Sumber : Aplikasi Mandor 

 

¶ Deskripsi Sasaran Strategis 

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak. 

 

¶ Definisi IKU 

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan 

pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan 

tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh 

tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis. 

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah 

penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya 

Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan 

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak 

Strategis. 

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti 

(Strategis): 

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti 

adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP 

yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang 

Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran 

masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas 

pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data 

yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau 

kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi 

penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas 

tersendiri dari kantor pusat. 

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti 

adalah:  

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran 

PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta  pelaporan SPT Tahunan dan SPT 

Masa; 

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan 

masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak 

sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan; 

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan 

pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas 

keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi 

pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan 
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- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas 

Kantor Pusat DJP. 

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada 

Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang 

diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada 

tiap periode triwulan, yaitu: 

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;  

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;  

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan 

- triwulan IV: sampai dengan bulan November. 

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut 

Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang 

ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan 

tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang  memenuhi kriteria 

sebagaimana dimaksud pada huruf b. 

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis): 

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah 

penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;  

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara 

realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah 

Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;    

c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian 

merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif 

Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya 

d. Daftar  Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran 

kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, 

terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak 

berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun 

berjalan, dan/atau akibat lainnya;   

e. Kepala Kantor Wilayah  DJP dapat menentukan tambahan Daftar 

Nominatif sebagai data lainnya; 

        

f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian  merupakan 

Wajib Pajak yang dilakukan  penelitian kenaikan  angsuran PPh 25 oleh 

KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt); 

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara 

Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian 

yang Diterbitkan Surat Imbauan;     

h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib 

Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat 

Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun 

Berjalan; dan     

i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah 

penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat 

Imbauan.     

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, 

berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana 

berikut:     
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40% untuk Kuantitas Penelitian; 

60% untuk Kualitas Penelitian; 

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas 

Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan 

bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.   

  

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan 

(Strategis): 

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah 

penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas    

Penelitian;     

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara 

Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan    

dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun 

Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;     

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan 

adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan 

Hasil Penelitian (LHPt);    

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang 

Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah 

penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan 

sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu: 

   - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;  

   - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;  

   - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan 

   Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data 

Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang 

diturunkan sampai dengan bulan September.   

 e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu 

yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak 

Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang 

seharusnya dilakukan oleh Account Representative; 

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan 

merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam    

bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);     

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara 

Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target 

angka LHP2DK tahun berjalan;     

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi 

Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan 

(LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil 

penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;     

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data 

pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;  

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih 

lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;     
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Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, 

berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana 

berikut:     

60% untuk Kuantitas Penelitian; 

40% untuk Kualitas Penelitian;     

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen 

tersebut (penyebut Í 0), maka penghitungan realisasi Persentase 

Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 

sebagaimana berikut: 

-40% untuk Persentase Penerbitan STP yang  Seharusnya Diterbitkan; 

-30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25; 

-30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan; 

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu 

komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi 

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis 

menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang 

memiliki target angka mutlak. 

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka 

mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan 

Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk 

komponen yang memiliki target angka mutlak.   

  

Catatan: 

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota 

Dinas tersendiri.       

  

 

 

¶ Formula IKU 






























































































































